
 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630 

Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928 
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go,id 

 
21 Juli 2023 

Nomor : W.10-PP.04.02- 442 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Surat Selesai Pengharmonisasian, Pencabutan, 
dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 
Yth. 
Pj. Gubernur DKI Jakarta 
Di - 
        Jakarta 
 

1. Rujukan : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

b. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal                     

23 Juni 2023 Nomor e-0652/HK.00.00 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; dan, 

d. Berita Acara Pengharmonisasian tanggal 21 Juli 2023. 

2. Sehubungan dengan rujukan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami sampaikan 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor                   

2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan 

Daerah. 

3. Untuk itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor        

2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud dapat ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. 

 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur diucapkan 

terima kasih. 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

 

Ibnu Chuldun 

NIP. 19660328 198811 1 001 

Tembusan : 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  

2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 
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